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PENDAHULUAN

Pajak merupakan penghasilan negara yang berasal dari rakyat dan merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum mencakup kepentingan pribadi individu seperti: kesehatan, pendidikan dan kesejahteran . Adanya kepentingan masyarakat tersebut menimbulkan pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. Pajak mengurangi penghasilan kekayaan individu akan tetapi sebaliknya, perolehan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang pada akhirnya dikembalikan lagi kepada seluruh masyarakat. Dalam pungutan pajak, terdapat pihak-pihak (orang maupun badan) yang dikenakan pajak atau disebut sebagai Subyek Pajak sedangkan segala sesuatu yang akan dikenakan pajak disebut sebagai Obyek Pajak. Penentuan Subyak dan Obyek Pajak dilihat dari jenis pajak yang dipungut seperti: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

PAJAK PENGHASILAN

PPh termasuk dalam kategori pajak subyektif yang berarti bahwa pajak dikenakan karena ada subyeknya yakni WP telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Terdapat penegasan bahwa apabila tidak ada Subyek Pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan Pph (Suandy, E., 2002: 47)
bagian i (PPH UMUM)
Subyek Pajak dari Pajak Penghasilan


Secara umum pengertian Subyek Pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik yang termasuk dalam pengertian Subyek Pajak meliputi: 1) orang pribadi; 2) warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan; 3) Badan serta 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT). Subyek Pajak tersebut adalah sebagai berikut(Suandy, E., 2002: 47-49):

a. Orang Pribadi

Kedudukan orang pribadi sebagai Subyek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun diluar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan jenjang sosial ekonomi, dalam arti berlaku sama untuk semua (non discrimination).

b. Warisan 
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Dalam hal warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subyek Pajak pengganti, menggantikan orang yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan dan demikian juga dengan tindakan penagihan selanjutnya.

c. Badan

Badan terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya seperti; BUMN/ BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga serta bentuk badan lainnya termasuk lembaga reksadana.
d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 

BUT dapat berupa:

a. tempat kedudukan manajemen 

b. cabang perusahaan;

c. kantor perwakilan;

d. gedung kantor;

e. pabrik;

f. bengkel;

g. pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja, pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan; 

h. perikanan, peternakan, pertanian atau perkebunan;

i. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;

j. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,

k. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

l. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.

Jenis Subyek Pajak


Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 1 No. 17 UU Pph Th. 2000, Subyek Pajak dalam PPh terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :

Subyek Pajak dalam negeri;

Subyek Pajak luar negeri
Perbedaan kedua jenis Subyek Pajak tersebut menyangkut perlakuan pajaknya, seperti tarif dan pengenaan jenis penghasilan. Kedua jenis Subyek Pajak tesebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Subyek Pajak dalam Negeri

Subyek Pajak dalam negeri adalah Subyek Pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. Secara praktis ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut:

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut bukanlah harus dimulai dari bulan Januari atau awal tahun pajak, akan tetapi bisa jadi sesudahnya. Disamping itu, juga tidak harus secara berturut-turut 183 (seratus delapan puluh tiga) hari tinggal di Indonesia, minimum bisa jadi secara tidak kontinu sepanjang jumlahnya memenuhi 183 hari selama 12 bulan;

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia;

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

2. Subyek Pajak Luar Negeri terdiri dari:

2. 1. Subyek Pajak orang pribadi

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang

a. menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

b. menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2. 2. Subyek Pajak badan

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Subyek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan Subyek Pajak luar negeri sekaligus menjadi Wajib Pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau yang telah memenuhi kewajiban subyektif dan obyektif. Perbedaan antara Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri, antara lain adalah:

	Wajib Pajak dalam negeri


	Wajib Pajak luar negeri

	· Pajak dikenakan atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia

· Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto

· Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17)

· Wajib menyampaikan SPT


	· Pajak dikenakan hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.

· Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto

· Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (Tarif UU PPh pasal 26).

· Tidak wajib menyampaikan SPT.




1. 4. Saat Mulai dan Berakhirnya Kewajiban Pajak Subyektif

	MULAI
	BERAKHIR

	Subyek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi:

· Saat dilahirkan

· Saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia

Subyek Pajak Dalam Negeri Badan:

· Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

Subyek Pajak Luar Negeri melalui BUT:

· Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia

· Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia

Warisan Belum Terbagi:

· Saat timbulnya warisan yang belum terbagi


	Subyek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi:

· Saat meninggal

· Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

Subyek Pajak Dalam Negeri Badan:

· Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia

Subyek Pajak Luar Negeri melalui BUT:

· Subyek Pajak luar negeri tidak melalui BUT.

· Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

· Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Warisan Belum Terbagi:

· Saat warisan telah selesai dibagikan


1. 5. Pengecualian Sebagai Subyek Pajak

Yang tidak termasuk Subyek Pajak adalah:

a. Badan perwakilan negara asing.

b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain negara asing,demikian juga dengan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama, dengan persyaratan: 

c. Bukan warga negara Indonesia serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya selama di Indonesia.

d. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

e. Organisasi-organisasi  Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain yang dapat memberikan penghasilan di Indonesia.

f. Pejabat-pejabat  perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat tidak sebagai WNI serta tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain yang dapat memberikan  penghasilan di Indonesia.

g. Mengenai organisasi-organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subyek Pajak sebagai mana disebut dalam butir 3 diatas, telah ditetapkan daftar organisasi dimaksud melalui keputusan Menteri Keuangan No. ST. 4/ KMK. 04 / 2000.

Obyek Pajak Dari Pajak Penghasilan

Obyek Pajak adalah penghasilan, yaitu “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun”

Penghasilan Yang Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah:   

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk: gaji, upah, honorarium, tantiem, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang. 

a. Gaji adalah imbalan berupa uang yang diterima oleh seorang pegawai dari pemberi kerja setiap akhir suatu masa, baiasanya satu bulan yang diterima secara teratur dan biasanya jumlahnya tidak berubah dalam jangka waktu tertentu. 
 Contoh: gaji bulanan PNS, pegawai swasta maupun TNI/ POLRI.

b. Upah adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan oleh majikan setiap akhir suatu masa yang perhitungannya berdasarkan upah sehari dari jumlah hari kerja. Contoh: upah yang diebrikan kepada karyawan toko, perusahaan pabrikasi maupun pada perusahaan jasa

c. Uang lembur adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan karena melakukan tugas dan pekerjaan diluar jam kerja atau melebihi jam kerja biasa (overtime). Uang lembur dapat berwujud kelebihan tarif dari tarif gaji dan upah. Contoh: uang lembur yang diberikan kepada karyawan perusahaan setelah bekerja pada hari libur, atau overtime

d. Tunjangan adalah penerimaan yang merupakan tambahan diatas gaji dan upah yang biasa dibayarkan pada saat diterimanya gaji atau upah dengan mempertimbangkan keluarga, jabatan, tempat kerja, keahlian dan keadaan ekonomi. Besarnya tunjangan adalah berubah-ubah. Contoh: Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Tua (THT) maupun Tunjangan Transportasi

e. Komisi adalah pembayaran yang diberikan kepada pihak yang berhubungan dengan penjualan barang atau jasa diluar gaji. Contoh: Komisi yang diberikan kepada para salesman.

f. Bonus merupakan pemberian dalam bentuk uang, barang berharga atau kenikmatan dengan cuma-cuma kepada semua karyawan atau karyawan tertentu serta pimpinan untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Contoh: Bonus yang diberikan kepada para pialang atas kinerja yang telah dikontribusikan

g. Gratifikasi adalah pembayaran yang diberikan kepada pimpinan atau anggota komisaris sebagai tambahan atas imbalan yang diterima secara teratur karena dianggap telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Contoh: gratifikasi yang diberikan kepada pimpinan pasca peralihan kepemilikan/ pemecahan usaha

h. Uang pensiun adalah pembayaran yang dilakukan oleh majikan atau lembaga pensiun kepada bekas karyawan yang telah purna tugas. Contoh: pensiun yang diberikan kepada PNS, TNI/ POLRI.

i. Tantieme adalah pemberian dalam bentuk uang, barang berharga atau kenikmatan dengan cuma-cuma kepada semua karyawan atau karyawan tertentu dan pimpinan jika perusahaan memperoleh keuntungan. Contoh: tantieme yang diberikan pada akhir tahun kepada manajemen perusahaan pertambangan. 

2. Hadiah dari undian, pekerjan atau kegiatan dan penghargaan.

3. Laba Usaha.

4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

a. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.

c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.

d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.
8. Royalti

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunan harta.

10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu     yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

14. Premi asuransi.

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum di kenakan pajak.

Penghasilan tersebut dapat di kelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti; gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.

2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.

3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti: sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.

4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:

a. Keuntungan karena pembebasan utang.

b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

d. Hadiah undian.

Bagi Wajib Pajak dalam negeri yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang menjadi Obyek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Penghasilan Yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak Penghasilan

Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak adalah:

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. 

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,  kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Warisan

3. Harta temasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti   saham atau penyertaan modal.

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintahan.

5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

b. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus menpunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiunan yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari Perseroan Komanditer (CV) yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, peresekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.

10.Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pendirian izin usaha.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan

b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)

PKP WP BADAN 

= penghasilan neto 

= penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh
PKP WP ORANG PRIBADI

 = PENGHASILAN NETTO – PTKP

= (Penghasilan Bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) – PTKP atau

= ( Penghasilan Bruto x % Norma Penghitungan) – PTKP
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO

Wajib Pajak Orang Pribadi, syarat :

· Peredaran Bruto Kurang dari Rp. 600.000.000,00 pertahun.

· Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun buku.

· Menyelenggarakan pencatatan.

PENGURANGAN YANG DIPERKENANKAN DARI PENGHASILAN BRUTO 
1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak, kecuali Pajak Penghasilan.

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
PENYUSUTAN

METODE PENYUSUTAN (PASAL 11 UU PPh)

1. Metode Garis Lurus (Straight Line Method)

penyusutan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat harta

2. Metode Saldo Menurun (Decline Balance Method)

penyusutan dalam bagian-bagian yang menurun dengan menerapkan tarif atas bilai sisa buku

Syarat : Taat asas.

Saat Dimulainya Penyusutan

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

Kelompok harta dan tarif Penyusutan (Pasal 11 ayat 6 UU PPh)

	Kelompok harta 
	Masa Manfaat
	Tarif Penyusutan

	Berwujud
	
	Garis Lurus
	Garis Menurun

	I. Bukan Bangunan

   Kelompok 1

   Kelompok 2

   Kelompok 3

   Kelompok 4
	4 tahun

8 tahun

16 tahun

20 tahun
	25 %

12.5 %

6,25%

5%
	50 %

25 %

12.5 %

10 %



	II. Bangunan

     Permanen

     Tidak Permanen
	20 tahun

10 tahun
	5%

10%
	


Jenis-jenis harta yang termasuk dalam setiap kelompok manfaat diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan

(Kep MenKeu No. 520/KMK.04/2000)


Penarikan Harta :

Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta, maka NSB harta dibebankan sebagai biaya dan jumlah harga jual/penggantian asuransi yang diterima merupakan penghasilan.

Revaluasi Aktiva:

Apabila WP melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan Ps. 19 UU PPh, dasar penyusutan atas aktiva adalah nilai harta setelah penilaian kembali tersebut.

AMORTISASI

METODE AMORTISASI (PASAL 11A UU PPh)

1. Metode Garis Lurus (Straight Line Method)

amortisasi dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat harta

2. Metode Saldo Menurun (Decline Balance Method)

amortisasi dalam bagian-bagian yang menurun dengan menerapkan tarif atas bilai sisa buku

Syarat : Taat asas.

Masa manfaat dan tarif amortisasi :

	Kelompok harta 
	Masa Manfaat
	Tarif Amortisasi

	Tak Berwujud
	
	Garis Lurus
	Garis Menurun

	   Kelompok 1

   Kelompok 2

   Kelompok 3

   Kelompok 4
	4 tahun

8 tahun

16 tahun

20 tahun
	25 %

12.5 %

6,25%

5%
	50 %

25 %

12.5 %

10 %




3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriaanya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.

6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.

7. Biaya bea siswa, magang, dan penelitian.

8. Kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya dalam 5 (lima) tahun.

9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), khusus bagi WP dalam negeri orang pribadi.
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK(PTKP)
Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3)

UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI


Rp   13.200.000
TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN



Rp    1.200.000

TAMBAHAN UNTUK SEORANG 

ISTERI YG PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGAN 
PENGHASILAN SUAMI





Rp   12.000.000

TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA 

SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN 
LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN 
SEPENUHNYA MAKSIMAL 





Rp    1.200.000
10. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat tertagih dengan syarat:

a. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan keuangan komersial.

b. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan  Urusan Piutang Negara dan Lelang Negara (BUPLN)

c. telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus

d. menyerahkan daftarnya kepada Direktorat Jenderal Pajak.

11. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan barupa cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

12. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh pemberi kerja dan premi asuransi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi (pekerja) yang bersangkutan.

13. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan :

a. di daerah tertentu (mis : daerah terpencil), dan

b. berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

BIAYA-BIAYA YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO 
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian SHU koperasi.

2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan atau anggota.

3. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh WP orang  pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi WP ybs,

4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam benruk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman untuk seluruh pegawai secara bersama-sama ditempat usaha serta pemberian natura didaerah terpencil.

5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

6. PPh dan sanksi administrasi berkenaan dengan UU dibidang perpajakan dll

CARA MENGHITUNG PAJAK

	PAJAK PENGHASILAN WP ORANG PRIBADI
= Penghasilan kena pajak x tarif pajak

= (Penghasilan netto – PTKP) x tarif pajak

= ((Penghasilan bruto- biaya yang diperkenankan UU PPh)-PTKP) x tarif pajak


	Pajak Penghasilan WP Badan

= Penghasilan kena pajak x tarif pajak

= Penghasilan netto  x tarif pajak

= (Penghasilan bruto- biaya yang diperkenankan UU PPh) x tarif pajak


TARIF PAJAK PENGHASILAN(PASAL 17 UU PPh)

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI

	Lapisan penghasilan kena pajak


	Tarif Pajak

	s.d. Rp 25.000.000,00


	5%

	Di atas Rp. 25.000.000,00 s.d.  Rp. 50.000.000,00


	10%

	Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00


	15%

	Di atas Rp. 100.000.000,00 s.d. Rp. 200.000.000,00


	25%

	Di atas Rp. 200.000.000,00


	35%


WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI DAN BUT

	Lapisan penghasilan kena pajak


	Tarif Pajak

	s.d. Rp 50.000.000,00


	10%

	Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d. Rp. 100.000.000,00


	15%

	Di atas Rp. 100.000.000,00


	30%
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SOAL KASUS PPH UMUM

Rahmadi bergerak dalam usaha perdagangan meubel dengan alamat Toko tempat usaha serta rumah di Jl. Ikan Tengiri No. 112 Malang. Rahmadi berstatus kawin dengan 2 orang anak dan ke dua orang tuanya yang tinggal serumah dengan Rahmadi adalah pensiunan pegawai Bank BNI ‘46. Istri Rahmadi adalah seorang karyawati sebuah perusahaan swasta di Malang. Anak kedua Rahmadi lahir pada Tgl. 10 Januari 2007

Data-data keuangan dan penghasilan dalam tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan dari usaha:

Penjualan bruto



Rp. 
1.500.000.000,-

Retur penjualan




   30.000.000,-

Persediaan awal




  150.000.000,-

Pembelian





  800.000.000,-

Biaya langsung pembelian


   25.000.000,-

Persediaan akhir




   90.000.000,-

2. Biaya Operasional:

Gaji dan Upah



Rp. 
  145.000.000,-

Biaya perjalanan untuk perusahaan

   30.000.000,-

Biaya iklan dan reklame



   15.000.000,-

Bunga pinjaman




   20.000.000,-

Sewa kantor dan gudang



   24.000.000,-

Kerugian piutang tak tertagih


   22.000.000,-

Biaya pemeliharaan kantor


   25.000.000,-

Biaya listrik, telpon dan air


   70.000.000,-

Biaya pemeliharaan kendaraan


   18.000.000,-

Biaya pakaian seragam satpam

          2.000.000,-

Biaya alat-alat kantor



  100.000.000,-

Biaya makan dan minum karyawan

   10.000.000,-

Penyusutan aktiva tetap


     
  100.000.000,-

Premi asuransi untuk perusahaan

   10.000.000,-

Biaya entertainment



   17.500.000,-

Biaya lain-lain




   85.000.000,-

Pembayaran pajak



         16.000.000,-

Rincian pembayaran pajak:

Kekurangan PPh Th. 2006


Rp.
   12.700.000,-

PBB






    1.300.000,-

Pajak Kendaraan Bermotor


    1.100.000,-

Retribusi sampah



      
700.000,-

Pajak Iklan





      200.000,-

Total





Rp. 
   16.000.000,-

3. Selain biaya-biaya tersebut diatas masih terdapat pembayaran lain sbb:

Komisi penjaja barang 




Rp.    5.500.000,-

Jasa pengacara Tn. Budi Santoso SH



10.000.000,-

Upah tenaga harian lepas dalam tahun 2007


36.000.000,-

Pesangon mantan pegawai dengan nama Abdullah

40.000.000,-

4. Penghasilan diluar usaha pokok:

Pembagian laba sebagai anggota koperasi

Rp. 
20.000.000,-

Bunga deposito dari Hongkong Bank di Jakarta

25.000.000,-

Dividen dari PT. Sejahtera




40.000.000,-

Bunga deposito dari Hongkong Bank di Hongkong

80.000.000,-

(tarif pajak di Hongkong sebesar 25%)

5. Penghasilan Istri Rahmadi:

Penghasilan Netto sebagai karyawati


Rp.
 8.100.000,-

Bunga deposito






 2.500.000,-

PPh yang dipotong






   375.000,-

Hadiah undian






 5.000.000,-

PPh yang dipungut






 1.250.000,-

6. Bunga pinjaman (angka 4 biaya operasional)

Pinjaman pada PT. ABC(1%  @  Rp. 1.000.000.000,-)Rp.
10.000.000,-

Pinjaman kepada koperasi (2% @ Rp. 250.000.000,-)
 5.000.000,-

Pinjaman kepada 
pihak ketiga lainnya (10% @ 35.000.000,-)
 
 3.500.000,-

Sanksi keterlambatan pembayaran 



 1.500.000,-
7.Dalam biaya perjalanan untuk perusahaan termasuk  biaya fiskal keluar negeri, isteri dan anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- 

8.Terhadap piutang tak tertagih, wajib pajak telah melaksanakan penagihannya sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga WP membebankan sebagai biaya 

9.Dalam biaya entertainment yang ada daftar nominatifnya dan dokumennya sebesar Rp. 10.500.000,-

10.Biaya pemeliharaan kendaraan termasuk biaya kendaraan Rahmadi sebesar Rp. 3.000.000,- 

11. Pembayaran pajak dalam tahun 2007:

PPh pasal 25 




Rp. 
 30.000.000,-

PPh pasal 23 





  9.000.000,-

PPh pasal 22 





  2.500.000,-

12. Biaya alat-alat kantor (angka 11 pada biaya operasional) termasuk:

a. Pembelian mobil



Rp. 
 60.000.000,-

b. Pembelian 1 sepeda motor 



 16.000.000,-


c. Pembelian meubel




  5.000.000,-


13. Biaya lain-lain sebesar Rp. 85.000.000,- tidak ada penjelasan dari wajib pajak

14. WP dalam melakukan penyusutan aktiva dengan menggunakan metode garis lurus untuk bangunan dan saldo menurun untuk golongan non bangunan. Berikut daftar aktiva perusahaan

DAFTAR AKTIVA PERUSAHAAN

	Jenis Aktiva
	PeroLehan
	Keterangan

	
	Tahun
	Harga
	

	a. Tanah
	2004
	Rp. 500.000.000,-
	

	b. Bangunan Permanen

Toko

Gudang Lama

Mess Karyawan


	2004

2004

2004
	Rp. 400.000.000,-

      200.000.000,-

      100.000.000,-
	

	c. Kendaraan

Truk Th. 1997

Mobil Minibus

Mobil Pick Up

Sedan Direktur

Kendaraan lain milik perusahaan

Sepeda motor


	2004

2005

2004

2004

2007

2007
	Rp.    80.000.000,-

      100.000.000,-

       60.000.000,-

120.000.000,-

60.000.000,-

16.000.000,-
	Kelompok II

Kelompok II

Kelompok II

Kelompok II

Kelompok II

Kelompok I

	d. Inventaris Toko dan kantor

Inventaris lama

Inventaris baru
	2004

2007


	Rp. 80.000.000,-

5.000.000,-
	Kelompok I

Kelompok I




Diminta:

a. Hitunglah besarnya penyusutan aktiva tetap

b. Hitunglah Penghasilan Kena Pajak Rahmadi dan besarnya pajak terhutang untuk tahun 2007
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